Alamat
Email

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEHILIHAN UHUM

. JI. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
: bawaslu.kotaparepare@agmail.com

Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor  : 165/PM.00.02/K.SN-24/08/2024 28 Agustus 2024
Lampiran :

Sifat : Penting

Hal : Imbauan
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di-

tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 48/PUU-
XVII/2019

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Guberbur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
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Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum.

10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024
tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

13.Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

14.Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang
Pencegahan Pelanggaan dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota.

15.Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 799
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

16.Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 806/PL.02-
SD/14/2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024.

17.Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
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B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa

proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil
Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas
Kabupaten/Kota.

b) Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan
wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan
di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan

penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan penyusunan daftar Pemilih oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota:
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar
Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai berikut:
Pasal 2, yang berbunyi:
Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih
dilakukan terhadap proses:
1. pengolahan DP4;
2. pembentukan PPDP;

3. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
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4. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan,

tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta
penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

5. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya;

6. penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

7. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;

8. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang
sesuai dengan tingkatannya;

9. penetapan DPT; dan

10. pencatatan DPPh dan DPTDb.

3. Peraturan mengenai tahapan penyusunan daftar pemilih:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai

berikut:

Pasal 13 ayat (2) dan (4), yang berbunyi:

(2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara
langsung.

(4) Pantariih dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih
dengan KTP-el

b. dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokan Daftar Pemilih
dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;

c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih;

d. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;

e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam
disabilitas;

f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit
Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat
keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia
atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau
digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
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h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan
menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;

i. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

J. mencoret data Pemilih yang belum pemah kawin/menikah dan belum
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;

k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata
penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di
wilayah kerja Pantariih; dan

. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi
menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Parepare untuk:

1. Melakukan verikasi kembali sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 terhadap data Pemilih yang tidak dikenal, Pemilih
yang tidak ditemui serta pemilih yang ditangguhkan untuk memastikan status dari
pemilih yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan
menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;

. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

J. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum
genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;

k. mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata
penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di
wilayah kerja Pantarlih; dan

. mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem
ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi
menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Kota Parepare mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Parepare untuk:

1. Melakukan verikasi kembali sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 terhadap data Pemilih yang tidak dikenal, Pemilih
yang tidak ditemui serta pemilih yang ditangguhkan untuk memastikan status dari
pemilih yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

/

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare
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